
 

SALINAN 

 

BUPATI SAMBAS 
PRO VINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 51 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6906); 

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 
tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis 
Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan 
Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan 
Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 
Anggaran 2025; 

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 
tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah 
Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 
2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
81); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
56); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6); 

25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang 
Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2022 Nomor 82); 



26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2025 
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati 
Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita 	Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 23); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas 

4. Bupati adalah Bupati Sambas. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan i Kas Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang 
bersumber dan i APBN dan merupakan bagian dan i belanja negara yang 
dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah 
dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersumber dan i pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dan i pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 



kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dan i pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 

15. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 
dan i pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah 
Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten 
Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah 
Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga 
dan pengembalian pokok pinjaman. 

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendan.ai  
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak 
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 
sebesar Rp2.398.041.500.331,00 berkurang sebesar Rp42.601.868.052,00 
sehingga menjadi Rp2.355.439.632.279,00, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula 	Rp 	2.200.136.500.331 
b. Berkurang 	Rp 	(75.930.729.529) 

Jumlah Pendapatan 	Daerah setelah 	Rp 2.124.205.770.802 

Perubahan 
2. Belanja Daerah 

a. Semula 	Rp 	2.299.441.500.331 
b. Berkurang 	Rp 	(92.601.868.052) 

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 	Rp 2.206.839.632.279 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 
1) Semula 	Rp 	197.905.000.000 
2) Bertambah Rp 	33.328.861.477 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 	Rp 	231.233.861.477 
perubahan 



b. Pengeluaran 
1) Semula 	Rp 	98.600.000.000 
2) Bertambah Rp 	50.000.000.000 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 	Rp 	148.600.000.000 
perubahan 

	

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 	82.633.861.477 
Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan 	Rp 	 0 

Pasal 3 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati ini terdiri dan: 

1. 	Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran Ina 

4. Lampiran IIIb 

5. Lampiran IVa 

6. Lampiran IVb 

7. Lampiran Va 

8. Lampiran Vb 

9. Lampiran VIa 

10. Lampiran VIb 

11. Lampiran VIc 

12. Lampiran VII 

13. Lampiran VIII 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi 
hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi 
hibah; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi 
hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi 
hibah; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi 
bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd 
pemberi bantuan sosial; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi 
bantuan sosial berupa barang yang diterima serta 
SKPD pemberi bantuan sosial; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan 
keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD 
pemberi bantuan keuangan; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan 
keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD 
pemberi bantuan keuangan; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja 
bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja 
bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota; 
Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja 
bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa; 
Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan 
sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; dan 
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 



Pasal 4 
Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 5 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 21 Oktober 2025 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 21 Oktober 2025 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, 

ttd. 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 51 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA AGIAN HUKUM, 

ERWANTO, S.H.  
NIP. 197805062005021004 
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